KLIPING MEDIA 2024
SELUMA
SENIN, 22 JULI 2024

KATEGORI BERITA:
I:l NEGATIF

‘ ‘ NETRAL
Lepas dari Tuntutan Uang Pengganti Total

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
% PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUBBAGIAN HUMAS DAN TU KEPALA PERWAKILAN

SUMBER BERITA:

‘ Harian Rakyat Bengkulu ‘ POSITIF

BENGELLI - Jaksa Penun-
tut Umum (JPU) Kejaksaan
Negeri (Kejari) Seluma me-
nyatakan banding atas vonis
majelis hakim Pengadilan
Negeri (PN) Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) Benghkulu
terhadap tiga terdakwa yang
terseret perkara korupsi
dana operasional Sekretariat
DPRD Seluma tahun ang-
garan 2021.

Alasannya lantaran ke-
tiga terdakwa yakni mantan
Bendahara Pengeluaran
Setwan DPRD Seluma ta-
hun 2021, Rahmat Efendi
Tanjung, mantan Kepala
Bagian Keuangan dan Plt Se-
kwan DPRD Seluma 2021 M.
Husni serta mantan Analisis
Tata Usaha Setwan DPRD
Seluma 2021, Salamun lepas
dari tuntutan pidana tam-
bahan JPU uang pengganti
sebagai pemulihan kerugian
negara sebesar Rp271 juta.

Hal ini dibenarkan Kasi
Pidsus Kejaksaan Negeri
(Kajari) Seluma, Ahmad
Ghufroni, SH, MH.

Ghufroni menjelaskan
memori banding telah di-
masukkan pada Jumat, 19
Juli 2024 lalu.

“Kita masukan banding
atas putusan yang sudah
dibacakan hakim beberapa
waktu lalu,” ungkap Ghu-
froni.

Selanjutnya Ghufroni
mengungkapkan bahwa
upaya banding tersebut
fokus pada uang peng-
ganti yang seharusnya
dibebankan kepada tiga
terdakwa.

“Kalau hukuman itu tidak
kita banding. Itu sudah
di atas tuntutan kita dari
jaksa. Mereka (terdakwa,
red) seharunya mengem-
balikan kerugian negara
yang belum pulih,” terang
Ghufroni.

Rp271 Juta

Di sisi lain, saat ditanya
lanjutan penanganan perka-
ra korupsi dana operasional
Sekretariat DPRD Seluma
tahun anggaran 2021, Ghu-
froni menyebut jaksa masih
mempelajari putusan dari
tiga terdakwa.

“Kalau liat dari putusan
hakim belum ada mengarah
ke calon tersangka baru,
hanya saja tetap dipela-
jari oleh tim Kejari Seluma,”
jelas Gufroni.

Sebagai informasi, sidang
putusan tiga terdakwa dige-
lar Senin, 15 Juli 2024 lalu,
bertindak sebagai ketua
majelis hakim, Agus Hamza
SH.

Dari amar putusan majelis
hakim yang dibacakan, ke-
tiga terdakwa dinyatakan
terbukti melakukan korupsi
sesuai dakwaan subsid-
air JPU Pasal 3 Jo pasal 18
Undang-undang R1 Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-
undang RI Nomor 20 Ta-
hun 2001 tentang Peruba-
han atas Undang-undang
RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab
Undang-Undang Hukum
Pidana.

Majelis hakim menjatuh-
kan vonis kepada terda-
kwa Rahmat Efendi Tanjung
dengan hukuman penjara 2
tahun 2 bulan serta denda
Rpl00 juta subsidair 3 bulan.

Kemudian dijatuhkan vo-
nis kepada terdakwa M.
Husni dengan hukuman
penjara 2 tahun 3 bulan
serta denda Rpl00 juta sub-
sidair 3 bulan.

Terakhir terdakwa Sala-
munm, divonis dengan hu-
kuman penjara 2 tahun 1
bulan dengan denda Rpl00
juta subsidair 3 bulan.

Dalam amar putusan
tersebut majelis hakim ti-
dak menyebutkan ada unga
pengganti yang dibebankan
kepada para terdakwa.

Dengan demikian, Ketua
Tim Penasihat Hukum (PH)
tiga terdakwa Widya Timur,
SH menyatakan pikir-pikir
atas putusan tersebut.

Diberitakan sebelumnya,
JPU menuntut masing-
masing terdakwa dengan
penjara yang sama, yvakni
20 bulan dan denda Rpl00
juta, dan masing-masing
terdakwa dibebankan ganti
kerugian negara dengan
total Rp271 juta.

Terdakwa Rahmat Efendi
Tanjung dituntut dengan
20 bulan kurungan penjara
dan denda Rpl100 juta serta
dibebankan mengganti sisa
kerugian negara sebesar
Ep#80 juta subsidair kurun-
gan penjara 1 tahun.

Kemudian terdakwa M.
Husni dituntut dengan pen-
jara 20 bulan dengan denda
ERp100 juta subsidair 3 bulan
penjara serta dibebankan
mengganti sisa kerugian
negara vang belum dibayar
sehesar Rp146 juta subsidair
kurungan penjara selama
1 tahun.

Selanjutnya, terdakwa
Salamun dituntut dengan
kurungan penjara 20 bulan
dengan denda Rp100 juta
serta dibebankan mengganti
kerugian negara yang belum
dikembalikan sebesar Rp45
juta subsidair kurungan
penjara 1 tahun.

Dari total Rp 1,6 miliar
KN yang didapat, berasal
dari 11 item belanja rutin,
diantaranya dana publikasi,
bahan bakar minyak (BEM),
anggaran makan minum,
alat tulis kantor (ATEK) dan
pemeliharaan kendaraan
hingga pemeliharaan mesin.
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